
LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAH RAKYAT 

DAERAH PROVINSI LAMPUNG. 

NOMOR :~ DPRD.LPG/12.0112012 

TANGGAL : 11 Dellember 2012 

DAFTAR : TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 

t	 TUJUAN DAN TARGET 
1.	 Bidang Legislasi 

a.	 Tujuan : Terciptanya peraturan daerah (perda)-perda yang produktif dan 
aplikatif untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi 
Lampung. 

b. Target	 : Terciptanya perda baru atau revisi perda minimal 6 (enam) 
perda/trlwulan atau 24 (dua puluh empat) perda/tahun. 

2. Bidang Anggaran 
a.	 Tujuan : Terciptanva secara tepat waktu An9garan Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang sehat, berkualitas dan 
berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi 
Lampung. 

b. Target	 : 1. Terciptanya APBD yang sehat: defisit anggaran maksimal 3% 
(tiga persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Terciptanva	 APBD yang berkualitas; Belanja Langsung 
(Belanja Publik) lebih dari Belanja Tidak Langsung (Belanja 
Aparatur). 

3.	 Belanja Langsung dalam APBD Perubahan TA. 2013 dan 
APBD Mumi TA. 2014 mencapai proporsi 60% (Belanja 
Publik) dari total Belanja. 

4.	 Komposisi Belanja Modal harus lebih dari Belanja Barang dan 
Jasa serta lebih dari Belanja Pegawai; oada Belanja 
Langsung. (Belanja Modal > Belanja Barang dan Jasa > 
Belanja Pegawai). 

5.	 Belanja Modal pada Belanja Langsung (Belanja Pubtlk) pada 
APBD Perubahan 2013 dan APBD Mumi 2014 hingga tercapai 
60% dari total Belanja Langsung. 

6.	 Terciptanya APBD yang berkesinambungan; anggaran 
infrastruktur pada 4 (empat) program unggulani minimal 
35% dari total belanja yang meliputi: 
a.	 Bina Marga (Jalan dan Jembatan) 
b.	 Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu); 
c.	 Pendidikan (Bangunan Sekolah dan Mebeluer) 
d.	 Pemukiman (Rumah Sehat, air bersih dan perbaikan jalan 

lingkungan). 
7.	 Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari total APBD dan 

Anggaran Kesehatan sebesar 10% dari Total Belanja 
Langsung (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). 

8.	 APBD Perubahan dan APBD Mumi selalu selesai tepat waktu 
dan lebih cepat: (APBD Perubahan selambat-Iambatnya 
bulan September dan APBD Mum! 2014 selambat­
lambatnya bulan November). 
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3. Bidang Pengawasan	 .' . 
a.	 Tujuan : 1. Terciptanya pengawasan yang konstruktlf terhadap klne~a 

pemerintah (eksekutlf) terutama datarn hal yang strateqls 
untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi 
Lampung. 

2. Mendorong	 Pemerintah Provinsi Lampung untuk 
melaksanakan APBD dan Pembangunan secara akuntabel, 
transparan dan terukur; sehingga klnerja pemerintah daerah 
yang dllaporkan pada taporan Pertanggungjawaban 
Keuangan Kepala Daerah dapat mempertahankan 
predikat Wajar Tanpa Pengecuallan (WTP). 

b. Target	 : 1. Terlaksananya program pengawasan pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) prioritas untuk mendukung 
tercapainya LHP BPK RI APBD TA. 2013 yang lebih balk. 

2. Terlaksananya evaluasi APBD secara barkala oleh komlsi dan 
Badan Anggaran 1 (satu) kali/triwulan atau 4 (ernpat) 
kali/tahun. 

3. Terlaksananya	 evaluasi Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap tahun 
oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung. 

4. Terlaksananya	 evatuasl hasH audit/Laporan HasH 
Pemeriksaan (LHP) BPK-RI oleh Panitia Khusus (Pansus) 
DPRD Provinsi Lampung. 

5.	 Evaluasi penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan 
Gubernur minimall (satu) perda/komisi/3 (tiga) bulan. 

6.	 Lahirnya pansus/pokja khusus tentang pengaduan 
masyarakat minimal 2 (dua) pansus/pokja /tahun. 

7. Terlaksananya	 pengawasan ternadap kerjasama 
InternasionaljDaerah. 

8.	 Pengaduan/keluhan rakyat terlayani dengan balk, 
9.	 Koordinasi, evaluasi dan membantu pengawasan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. 

II.	 RINCIAN KEGIATAN 

1.	 BIDANG LEGISLASI 

1.1.	 Menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan 
penyelesaian Raperda Provinsi Lampung terhadap Peraturan 
Daerah (Perda) sebanyak 24 (dua puluh em pat) Perda (Usul 
inisiatif DPRD Provinsi Lampung sebanyak 16 Perda dan Usul 
Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 8 Perda). 

1.2.	 Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah 
aktual dan mendesak. 

1.3.	 Pembentukan/penetapan Panitia Khusus dan atau Komisi­
Komisi untuk membahas Raperda yang 'disampaikan Eksekutif 
dan usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung. 
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1.4.	 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD: 
a.	 Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dan Pembentukan Panitia 

Khusus. 
- Penyampaian.
 
- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
 
- Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi.
 
- Pembahasan Komisi-Komisi/Pansus dengan mitra kerja.
 
- Laporan Ketua Komisi-Komisi/Pansus kepada Pimpinan DPRD.
 
- Pembahasan Komisi-Komisi/Pansus dengan TIm Pemerintah
 

Provinsi Lampung dipandu oleh Pimpinan DPRD. 
- Laporan Kornlsl-Komlsl/Pansus kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

b.	 Rapat Paripurna Pembicaraan TingkatII 
- Laporan Kornlsl-Kornlsi/Pansus. 
- Pembacaan konsepSurat Keputusan DP1RD. 

Penetapan Peraturan Daerah. 
- Pendapat akhir Kepala Daerah/Sambutan Gubernur Lampung. 

2. BIDANG ANGGARAN 

2.1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah Provinsi Lampung TA. 2012 

2.1.1. Rapat Paripurna Pembicaraan	 Tingkat I dan Pembentukan Panitia 
Khusus. 
- Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Provinsi Lampung TA. 2012. 
Pemandangan umum Fraksi-Fraksl, 
Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi. 
Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja. 
Laporan Ketua Kornlsl-Kornlsl kepada Badan Anggaran. 
Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah 
Provinsi Lampung. 
Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

2.1.2. Rapat Paripurna Pembicaraan TingkatII 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 
- Penetapan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
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2.2. Pembahasan	 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan 
pelaksanaan APBDTA. 2012 

2.2.1. Rapat	 Paripurna Pembicaraan Tingkat I dan Pembentukan Panitia 
Khusus. 
- Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Provinsi Lampung TA. 2012. 
- Pemandangan umum Fraksi-Fraksi. 
- Jawaban Gubernur etas pemandangan umum Fraksl-Praksi. 
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja. 
- Laporan Ketua Komlsi-Komisi kepada Badan Anggaran. 
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah 

Provlnsl Lampung.
 
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.
 

2.2.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II 
- teporan Badan Anggaran.
 
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 
- Penetapan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
 

2.3. Penyampaian	 Laporan Realisasi Semester 1 (Pertama) 
pelaksanaan APBD TA. 2013 

2.3.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I: 
- Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (pertarna) TA 2013. 
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran 

Pemerintah (Eksekutif); 
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fra~si-Fraksi. 

2.3.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II: 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Penandatanganan Memorandum ofUnderstanding (Moll).
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
 

2.4. Pembahasan Rancangan Perubahan Perda APBD TA. 2013 
2.4.1. KUA dan PPAS 

a. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung: 
- Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan RAPBD TA 2013. 
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran 

Pemerintah (Eksekutif); Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS. 
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

b. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung: 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Penandatanganan Memorandum of Understanding (Moll).
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
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2.4.2. RAPERDA Perubahan APBD TA 20J3. 
a. Rapat paripurna Pembicaraan Tlngkat I 

- Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA. 2013.
 
- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
 
- Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi.
 
- Pembahasan Kornlsl-Kornlsl dengan mitra kerja.
 
- Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran.
 
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah
 

Provinsi Lampung. 
- Laporan Badan Anggaran kepaca Ketua Fraksi-Fraksi. 

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 
- Penandatanganan Raperda Perubahan APBD TA. 2013.
 
- Sambutan Gubernur Lampung.
 

2.5. Pembahasan Raperda APBD TA. 2014
 
2.5.1.. KUA dan PPAS RAPBO TA. 20J4
 

a. Rapat Paripurna Pemblcaraan Tingkat I: 
- Penyampaian KUA dan PPAS RAPBD TA 2014. 
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan lim Anggaran 

Pemerintah (Eksekutif); Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS. 
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

b. Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat II: 
- Laporan Badan Anggaran. 

Penandatanganan Memorandum ofUnderstanding (MoU). 
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD. 
- Sambutan Gubernur Lampung. 

2.5.2. RAPERDA APBD TA 20J4. 
a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I 

Penyampaian Raperda APBD TA. 2014. 
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi. 

- Jawaban Gubernur atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi. 
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja. 

Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran. 
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah 

Provinsi Lampung. I 

- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi. 

b. Rapat Paripuma Pembicaraan Tingkat II 
- Laporan Badan Anggaran.
 
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
 
- Penandatanganan Raperda APBD TA. 2014.
 
• Sambutan Gubernur Lampung. 
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3. BIDANG PENGAWASAN 

3.1.	 PENGAWASAN PERATURAN DAERAH (PERDA}jPERATURAN 
GUBERNUR(PERGUB) 
a.	 Evaluasi pelaksanaan Perda-PerdaJ Pemerintah Provinsi 

Lampung; 

3.2.	 PENGAWASAN BIDANG ANGGARAN 
a.	 Pengawasan terhadap Laporan Triwulanan pelaksanaan 

pembangunan dan pemerintahan yang disampaikan oleh 
Pihak Eksekutif; 

b.	 Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah; 

c.	 Peninjauan ke KabupatenjKota se-Provinsi Lampung dalam 
rangka pembahasan Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah TahlJn 2012; 

d. Peninjauan ke	 KabupatenjKota se-Provinsi Lampung dalam 
rangka pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2013; 

e.	 Peninjauan ke KabupatenjKota se-Provinsi Lampung dalam 
rangka pembahasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi 
Lampung Tahun 2014. 

3.3.	 PENGAWASAN BIDANG UMUM 
a.	 Peninjauan dan pengawasan tental'lg persiapan dan 

pelaksanaan mudik lebaran; 
b. Peninjauan	 dan pengawasan tentany persiapan dan 

pelaksanaan natal dan tahun baru; 
c.	 Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se-Provinsi 

Lampung tahun 2013. 
d. Peninjauan,	 pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi 

asset-aset daerah Pemerintah Provinsi Lampung. 

3.4.	 PENGAWASAN BIDANG KERJASAMA INTERNASIONALjDAERAH 
a.	 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
provinsi. 

b.	 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang 
membebani masyarakat dan daerah. 

4.	 PIMPINAN DEWAN 

4.1.	 Rapat pimpinan DPRD minimal 2 (dua) kalijbulan (hari senin; 
awal dan pertengahan bulan); 

4.2.	 Rapat evaluasi kerja dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan 
(AKD) minimall (satu) kaJi/TriwuJan (hari senin, awaJ bulan); 
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4.3.	 Rapat Konsultasi dengan pimpinan Fraksi-Fraksi, (minimal 1 
(satu) kali setiap semester; disesuaikan apabila dlperlukan; 

4.4.	 SlIaturahml dengan Forum Koordlnasi Plmpinan Daerah 
(Fokorplmda) Provlnsl Lampung minimal 3. (satu) kali/tahun; 
dan dengan Gubernur Lampung minimal 2 (dua) kali/tahun 
(silaturahmi, APBD, LKPl dan APBD Perubahan); 

4.5.	 Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Fokorpimda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung minimal 1 
(satu) kali/tahun; 

4.6.	 Kunjungan ke pimpinan Mass Media minimal 2 (dua) 
kali/tahun; 

4.7.	 Kunjungan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legeslatif) 
Teladan minimal 2 (dua) kali/tahun; 

4.8.	 Evaluasi Kinerja dan Public Report setiap 3 (tiga) 
bulan (4 kali/tahun). 

5. LAIN-LAIN 

5.1.	 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang 
Provinsi Lampung; 

5.2.	 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (Internal dan dengan 
mitra kerja masing-masing); 

5.3.	 Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan 
Pimpinan Fraksi-Fraksi; 

5A.	 Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah lain se-Indonesia tentang tugas pokok dan 
fungsi DPRD; 

5.5.	 Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap 
kebijakan yang dilakuakan; 

5.6.	 Rapat Paripurna Istimewa pelantikan anggota DPRD pergantian 
antar waktu; 

5.7.	 Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari ladi Provinsi 
Lampung; 

5.8.	 Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan RI; 

5.9.	 Peninjauan dan peltemuan khusus atas masalah-masalah 
aktual dan umum lainnya; 
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5.10.	 Kunjungan kerja anggota DPRD ke luar daerah; 

5.11.	 Kunjungan kerja komisi-komisi ke luar daerah; 

5.12.	 Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk 
membahas masalah-masalah dalam pelaksanaan otonomi 
daerah; 

5.13. Reses	 untuk mengunjungi Daerah Pemilihan (Dapil/DP) 
anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat; 

5.14.	 Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi-Fraksi/Alat 
Kelengkapan Dewan; 

5.15.	 Rapat-rapat internal dengan Tenaga Ahli; 

5.16.	 Pendalaman orientasi pelaksanaan 'tugas dalam rangka 
peningkatan kompetensi dan peningkatan Sumber Daya 
Manusia (SDM); 

5.17. Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi	 Lampung Tahun 2013i
 
dan Penyusunan/pembahasan Target dan Rencana Kelja DPRD
 
Provinsi Lampung Tahun 2014.
 

Ditetapkan di Telukbetung 
pacta tanggal 11 Desember 2012 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG
 

Wakil Ketua ,
 

Hj. NURHASANAH,SH,MH 
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, JADWAL PElAKSANAAN I BULAN PAOA TAHUN 2013 
TRIWULANI TRIWULAN 1/ TRIWULAN III TRIWULANIV

NO. JENIS KEGIATAN 
FEB MAR APR MEl JUN JUL AGST SEPT DES 

1121314 
JAN OKT NOP 

112/314 1121314 1121314 1121314 1 I 21314 112 314 1121314 1/21314 1121314 112 314 1121314 
1 8 10 11 142 3 4 5 6 7 9 12 13 

I B1DANG LEGISLASI DAERAH 

1 Penyampaian. pembahasan dan penyele­
saian Raperda Provinsi Lampung sebanyak
 
24 Perda (Usullnisiatif sebanyak 16 Perda.
 
Usul Pemprov Lpg sebanyak 8 Perda).
 

2 Pembenlukan Panilia Khusus dalam rangka 
menangani masalah aktual & mendesak 

3 Pembentukan Panilia Khusus dan atau
 
Kornis/-komisi unluk membahas Raperda
 
yang disampaikan Eksekulif dan usul
 
inisia!if DPRD Prov Lamouno (disesuekan).
 

4 PembahasanRancangan Peraturan Daerah 
Non APBD; (disesuaikan) 
- Rapal Paripuma Pembiearaan TinC/kall 
• Rapal Paripuma Pembiearaan Tingkat 1/ ~

~m:st ~ ~ 
I,

II BIOANG ANGGARAN 

1 Pembahasan Keterangan Pertanggung. 
'awaban Keoala Daerah TA. 2012 
- Rapal Paripuma Pembicaraan Tingkat I 
• Raoal Pariouma Pembicaraan Tingkall/ ,i( 

2	 Pembahasan Laparan Pertanggu.ngjawaban 
Keuangan pelaksanaan APBD TA 2012 
• Raoal Pariouma Pembicaraan Tingkat I
 
- Raoal Pariouma Pembicereen Tinakat 1/
 !!!Sit 

3 Penyampaian Laporan Realisasi Semester I
ICoer!ama) oelaksanaan APBD TA. 2013 
• Rapal Paripuma Pembicaraan Tinakaf I 
• RaDatPariouma Pembicaraan Tingkal 1/ ~ 

4	 Pembahasan Perda Perubahan APBD 
TA. 2013 

4.1. KUA dan PPAS PERUBAHAN APBD 2013 
- RaDsl Psrioums DPRD Provinsi Lampung 
- Rapsl Paripuma DPRD Provins; Lampung lilt

........ 'I(jutjz ~~ £4__ '1'd." 1013
 1 



.. 

~• RalNAt PariDuma Pembicaraan TiriOkat r 
• RlHfat Parfpuma Pembicaraan Tiookat If 

Pernbabasan Rancangan Perda APBD 
TA.2014 
KUAdanPPAS 
• RBDBt Parfouma DPRD Provinsi LamDuna 
• RaoaJ Parfouma DPRD Provinsi Lamouna 

RAPERDA APSD TA. 2014 

~• RaDat Parfouma Pembicaraan TlfIOkall 
• RaoatParfouma Pembicaraan Tl1Iakat /I 

B1DANG PENGAWASAN 
PENGAWASAN BIDANG lEGISLASI 
Evaluasi pelaksanaan Perda-Perda 
Pemerintah Provinsi lamDuna. 

PENGAWASANPEROWPERGUB 
pengawasan terhadap Laporan Triwulanan 
pelaksanaan pembangunan dan peme,;nlah­
an yana disamDaikan oleh nihak eksekutif. 

Melakukan pengawasan terhadap per- I 
, 

langgungjawaban keuangan daerah dan 
I 

;oembanounan daerah. 

PeninJauanke KabupateniKota se-Provinsi 
L"1::ng dalam rangka pembahasan , 
( n Kelerangan Pertanggungjawaban 

, I 

_ Jla Daerah Tahun Anccaran 2012. 

Peninjauan ke Kabupalen/Kola se-Provinsi I Ilarnpung dalam rangka peJaksanaaN 
evaltlasi APSD Provinsi Lampung Tahun 
Anaaaran 2013. -
Peninjauan ke KabupatenlKota se-Provinsi .. 

Lampung dalam rangka pembahasan dan 
oenvusunan RAPBD Provo lamDuno TA 2014 

0ENGAWASAN BIOANG UMUM 
Oaninjauan dan pengawasan tent,mg 

. 

n dan Delaksanaan mudik lebaran. 

• 
• 2 ..~ 0Cf!lIl!D -.ne.-p."II 'llWno 201.' ­

~. 
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persiapan dan pelaksanaan natal dan 
lahun baru. 

3.3. Penqawasan temadao penerimaan CPNSD 
se-Provinsi LamDunn Tahun 2013. 

3.4. Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta 
inventarisasi asset-asset daerah Provinsi 
Lampullll. 

,­

,.. 

~ 

• 
4 PENGAWASAN BIDANG KERJASAMA 

INTERNASIONAUDAERAH 
4.1. P.rs~tujuan kerjasama intemasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah provmsi. 

4.2. Persetujuan lemadap reneana kerja sarna 
dengan daerah lain alau dengan pihak ketiga 
Ivana membebani masyarakat dan daerah. 

( 

IV 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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PIMPINAN DEWAN 

Rapat Dimpinan DPRO. 

Rapat evaluasi kerja dengan pimpinan 
Alai Kelenqkecan Dewan 

Rapat Koordinasi dengan pimpinan 
Fraksi-Fraksi, apabila dioertukan. 

Silaturahmi dengan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provins; 
Lampung; dan dengan Gubemur Lampung 
(Silalurahmi, APBD. LKPJ dan APSD-P) 

Silalurahmi dengan Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (Fokorpimda) 
KabuoateniKola se-Provinsi LamDuno. 

Kumunaan ke Dimoinan Mass Media. 

Kunjungan ke Pemennlah Daerah 
l'Eksekutif dan leoislalifl Teladan. 

Evaluasi kinerja dan public report seliap 
Triwulan. 

-_. - . ---­

m~ 

g:
F 
~ 

I 
I 

~ 

• 
I 

£J 

l 
J 

~<:'
k 

-:;.:. 
:11:: 

I 



~H-LAJN· .. 

,t-rapal A1at Kelengkapan Dewan 

Rapal Pimpnan Dewan dengan Pimpinan
 
Komisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi.
 

Rapal KonsullaS! aengan tnstansi
 
Pernerinlah Pusal maupun Pemerintah
 
Daerah lain se-Indonesia tenlang lugas
 

okdan funQs! DPRD. 

Rapat Paripuma Istimewa Pelantlkan
 
anggota DPRD perganlian antar waklu.
 
'disesuaikan dencan kebutuhanlusulan).
 

Rapal Paripuma lsnrnewa peringalan Han
 
Jadi Provinsi Lampuno.
 

Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari 
Ulano Tahun Kemerdekaan RI. 

Peninjauan dan pertemuan khusus atas
 
masalah-masalah aklual dan umum lainnva.
 

Kunjungan kerja anggata DPRD ke luar
 
\rah.
 

jungan kerja komisi-komisi ke luar
 
daerah.
 

Peninjauan ke KabupatenlKata se­
,Provinsi Lampung dim rangka pelaksanaan 
.Olonomi Da erah. 

Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan 
unlUk menverao asoirasi. 

Pengangkalan Tenaga Ahli pada Fraksi­
FraksilAlal I<elenokaoan Dewan. 

Rapal-rapal intern dengan Tenaga Ahli. 
T~an. . 
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17 IEvaliiasi Rencana Ke~a DPRD Provinsi 
Lampung Tahun 2013; dan Penyusunan 
Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung 
Tahun2014. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 11 Desember 2012 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH 
PROVlNSI LAMPUNG 

Wakil Ketua, 

~ -
Hj. NURHASANAH,SH,MH 
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